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Sistem perencanaan pembangunan nasional sempat mengalami 
krisis. Krisis terkait perubahan yang cepat dan kompleks. Akibatnya, 
perkembangan sulit diestimasi sehingga perencanaan cenderung 
bersifat jangka pendek dan menengah (1--5 tahun). Fokus 
perencanaan adalah anggaran (jangka pendek) dan rencana 
strategi/renstra (jangka menengah). 

Mengingat anggaran dan renstra terkait kepemimpinan (presiden, 
gubernur, bupati/wali kota), sangat mungkin terjadi siklus 
kepemimpinan yang pendek, sehingga perencanaan mengalami siklus 
yang pendek. Implikasinya kesinambungan arah pembangunan 
cenderung terabaikan. Tahapan pembangunan menjadi tidak jelas, 
padahal pembangunan membutuhkan proses yang panjang dan 
waktu yang lama. Hal ini dikhawatirkan memperlambat proses 
peningkatan kesejahteraan dan pengembangan masyarakat, terutama 
di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). 

Setelah satu periode kepemimpinan sejak reformasi, makin disadari 
pentingnya perencanaan jangka panjang untuk menjamin 
kesinambungan pembangunan dalam rangka percepatan 
peningkatan kesejahteraan dan pengembangan masyarakat-daerah. 
Hal ini tertuang dalam pembenahan sistem perencanaan nasional 
yang dituangkan dalam UU 25/2004. 
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Mencari Makna RPJP 

Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) bukan hanya 
menjamin kesinambungan arah pembangunan, tetapi juga 
memberikan indikasi tahapan pembangunan dalam rangka mencapai 
tujuan pembangunan, yaitu masyarakat yang sejahtera, adil, dan 
makmur. RPJP mengikat semua pihak untuk bersama mewujudkan 
kemajuan masyarakat sesuai dengan keinginan bersama, yang telah 
dituangkan dalam tujuan pembangunan. 

Dengan demikian, RPJP dapat menjadi tolok ukur dalam menilai 
tawaran program (visi-misi) yang diajukan calon kepala daerah. Calon 
kepala daerah harus merujuk pada tahapan yang ada dalam RPJP 
sehingga perbedaan rencana (visi-misi) kepala daerah terletak pada 
gaya kepemimpinan dalam mewujudkan pembangunan yang 
diinginkan sebagaimana telah dituangkan dalam RPJP. Masyarakat 
dapat dengan kritis menilai calon kepala daerah mana yang paling 
mampu mewujudkan tahapan pembangunan yang telah disepakati 
(RPJP). 

RPJP bukan hanya bermanfaat dalam menilai calon kepala daerah, 
tetapi juga menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan kepala 
daerah dalam menjalankan kepemimpinannya. Hal ini 
memungkinkan rakyat memilih pemimpin secara kritis dan rasional. 
Sistem pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) membutuhkan 
pemilih yang kritis. RPJP merupakan salah satu instrumen 
menjadikan rakyat kritis dan independen dalam memilih pemimpin. 

Hal ini penting dalam pendidikan politik rakyat. Selama ini ada kesan 
rakyat cenderung mudah dimobilisasi dalam proses pemilu maupun 
pilkada dengan berbagai cara. Akibatnya penjaringan calon kepala 
daerah cenderung tertutup, dalam artian hanya dimungkinkan bagi 
calon yang kuat secara finansial. Memang, dengan pilkada langsung 
dibutuhkan financial politic, tetapi kan ... bukan money politic. 

Visi Lampung 2027 

Lampung saat ini tengah menyusun rencana pembangunan jangka 
panjang, untuk periode 20 tahun (bisa sejak 2007 atau 2008). Salah 
satu muatan RPJP yang penting adalah visi. Visi merupakan cita-cita 
yang diharapkan dapat tercapai pada periode perencanaan. 
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Sebagai sebuah cita-cita dalam kurun waktu yang panjang, visi 
cenderung masih abstrak. Meskipun demikian, visi tetap harus dapat 
dicapai dan diharapkan memberi inspirasi kepada semua pihak yang 
berkepentingan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha). Karena 
itu, sebaiknya visi dirumuskan dalam kalimat yang pendek dan 
menarik, agar mudah diingat, memberi inspirasi, dan 
membanggakan. 

Dengan demikian, perumusan visi haruslah partisipatif. Model 
perencanaan strategik dipilih justru karena sesuai semangat 
demokrasi, yaitu keterlibatan yang luas dan penuh dari stakeholder 
(pemangku kepentingan). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam 
aturan penyusunan RPJP, salah satunya bahwa penyusunan RPJP 
harus melalui musyawarah perencanaan pembangunan 
(musrenbang) RPJP. 

Dalam proses penyusunan RPJP, telah dirumuskan visi Lampung 20 
tahun ke depan, yaitu terwujudnya Lampung yang maju, unggul, 
berdaya saing, dan sejahtera. Sayangnya proses perumusan tersebut 
tidak diawali proses terbuka melalui dialog atau respons publik. 
Namun, terlepas dari itu, mari kita berkontribusi agar visi Lampung 
memang sesuatu yang kita harapkan dan cita-citakan. 

Bila kita analisis, visi tersebut bermuara pada dua kata kunci: Daya 
saing dan sejahtera. Pertama, kemajuan menyebab kita unggul, 
unggul menyebabkan kita berdaya saing. Dengan demikian, ketiga 
kata kunci tersebut dapat diwakili satu kata, yaitu berdaya saing. 

Kedua, kemajuan menyebabkan kualitas hidup meningkat, 
meningkatnya kualitas hidup mencerminkan kesejahteraan. Dengan 
demikian, kata kunci maju dan sejahtera dapat diwakili satu kata, 
yaitu sejahtera. 

Berdasarkan analisis ini, visi yang dirumuskan dapat 
disederhanakan menjadi terwujudnya Lampung yang berdaya saing 
dan sejahtera. Visi ini lebih tegas dan punya greget. 

Daya saing daerah dicerminkan oleh (1) masyarakatnya karena punya 
skill tinggi, berbudaya, sehat, dan aman; (2) sistem manajemennya 
karena lebih mudah dan murah; (3) daerahnya karena produktivitas, 
transportasi, dan energi. 
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Sedangkan sejahtera dicerminkan kondisi (1) manusia yang takwa, 
cerdas, sehat, kreatif, dan nyaman; (2) masyarakat yang demokratis, 
damai, dan makmur. 

Dimensi ini harus dapat terukur agar pencapaiannya menjadi lebih 
mudah karena arah pembangunan dapat fokus. 

Misi 

Dimensi daya saing dan sejahtera ini menjadi muatan yang menjadi 
tolok ukur sebagai tujuan yang ingin dicapai. Dimensi ini harus 
dicapai melalui upaya-upaya yang sistematis dan bersinambung, 
yang dituangkan dalam misi. 

Berdasarkan draf yang ada, tampaknya perincian misi cenderung 
masih terlalu panjang. Karena itu dapat lebih disederhanakan agar 
lebih fokus. Ada kecenderungan untuk menuangkan semua hal 
secara perinci. Padahal kita ingin agar rumusan ini lebih fleksibel 
untuk menyesuaikan dengan berbagai kemungkina perubahan dalam 
periode yang panjang. 

Untuk itu, alternatif misi menjadi: (1) membangun kualitas manusia, 
(2) menata kehidupan masyarakat yang damai, demokratis, dan 
sejahtera, (3) mengembangkan good governance; (4) meningkatkan 
daya dukung sumber daya dan infrastruktur. 

Ini hanya sebuah sharing ide dalam rangka menunjukkan kepedulian 
kita pada persoalan masyarakat dan pembangunan daerah demi 
kesejahteraan bersama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


